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BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANGKA, 

Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 

2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400) 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga 
Keuangan atara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6410);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6233);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarkat di Kelurahan; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran  Dana Alokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 
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16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 

Nomor 36); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 
UMUM TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN DI 
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya 
disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan 

pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. 

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang 
dipimpin oleh Camat. 

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 
kecamatan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank 

Sentral. 

12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.  

BAB II 

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian  

Pasal 2 

(1) Setiap Kelurahan mendapatkan Alokasi DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan  Tahun Anggaran 2020 yang dibagikan secara 

merata. 

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah 
kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 3 

Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua 

Penyaluran 

Pasal 4 

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten. 

(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun 
DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan. 

(3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; 
dan 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 

2020. 

(4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. 
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(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan 
memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah 
Kelurahan. 

Pasal 5 

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
diterima Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, dengan ketentuan : 

a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan 

b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memenuhi persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau melampaui 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak 
disalurkan. 

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan realisasi 
penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri 

Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 
bulan Maret 2021. 

Pasal 6 

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib 
menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan 

ketentuan: 

a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang 

keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk 
mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan 

b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang 

keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk 
mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan 
tertentu sesuai prioritas. 

(2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak 
disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), penyelesaian 

kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD Kabupaten 
bersangkutan. 

Bagian Ketiga 

Penggunaan 

Pasal 7 

(1) DAU TAmbahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk 
mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 

Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  9 Maret 2020 

BUPATI BANGKA, 

 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal  9 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 

Cap/dto 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 

PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

  TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM 

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020 
 

NO  NAMA KELURAHAN BESARAN DAU 

TAMBAHAN 

1  2 3 

1 Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Srimenanti Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Parit Padang Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Bukit Betung Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Lubuk Kelik Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Kenanga Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Surya Timur  Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Jelitik Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Kuday  Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Sinar Jaya 

Jelutung 

Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Sinar Baru Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Matras Rp 366.000.000,00 

2 Kecamatan Belinyu Kelurahan Kuto Panji Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Bukit Ketok Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Air Jukung Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Belinyu Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Mantung Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Air Asam Rp 366.000.000,00 

  Kelurahan Romodong 
Indah 

Rp 366.000.000,00 

                                                  
JUMLAH 

Rp. 6.954.000.000,00 

         

   

BUPATI BANGKA, 

 
Cap/dto 
 

MULKAN   

 


